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&ntuk mendapatkan insenঞf Super Tax Deducࢼon Kegiatan 
Vokasi, khususnya tambahan pengurangan penghasilan 
bruto 1ƏƏѷ Wajib Pajak harus memenuhi beberapa 
rervyaratan� a7linivtraঞ=. �amun jika hanya ingin 
memanfaatkan reng�rangan� reng_aviѴan� 0r�to� yang�
ve0evar� ƐƏƏѷ� 7i� a�aѴ tersebut yang se1ara akuntansi 
digunakan untuk lenent�han� reng_aviѴan� neto maka 
ঞ7ah�rerѴ��lelen�_i�reঞ7ah�rerѴ��lelen�_i�rervyaratan�a7linivtraঞ=. 

0OUOW[O\O�
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Klik “da[ar/masuk” pada oss.go.id/portal 
Apabila Anda belum memiliki akun, dapat melakukan penda[aran 
akun/registrasi terlebih dahulu. Jika sudah melakukan registrasi, Anda dapat 
masuk dengan menggunakan username dan password yang sudah teregistrasi. 

Anda akan masuk ke dalam website dengan tampilan sebagai berikut:

Klik tombol radio bu�on   pada pilihan

Anda akan dialihkan untuk mengisi data perusahaan sebagai berikut:

Setelah mengisi form, klik tombol “lanjut”

0OUOW[O\O�1O`O�C\bcY�;S[^S`]ZSV�
BO[POVO\�>S\Uc`O\UO\�>S\UVOaWZO\�0`cb]-
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Anda akan dialihkan kepada website yang berisi dokumen-dokumen persyaratan 
yang harus dilengkapi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, antara lain:
a) Data Pemohon

b) Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang masih berlaku

     (SKF dapat diajukan permohonan melalui djponline.pajak.go.id)

c) Data Kerja Sama

WWajib Pajak Badan Dalam Negeri dapat menambahkan data kompetensi tertentu 
dengan mengisi Form Kompetensi. Caranya dengan meng-klik pilihan “Tambah 
Kompetensi” pada bagian “Kompetensi”. Setelah data diisi, data dapat disimpan 
dengan meng-klik “Simpan”.

d) Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang masih berlaku

$
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Apabila �SS ঞdak dapat atau belum siap digunakan maupun terjadi gangguan atau 
euuou saat penggunaannya, pemberitahuan dapat dilakukan secara oZime dengan 
langkah-langkah sebagai berikut:

�enyampaikan pemberitahuan kepada D�P melalui Kepala Kan�il D�P yang 
memba�ahi KPP tempat Wajib Pajak Badan Dalam Negeri terda[ar dengan 
=ormat surat sebagai berikut:

Keঞka pemberitahuan secara oZime telah diterima secara lengkap dan benar 
oleh Kepala Kan�il D�P yang memba�ahi KPP tempat Wajib Pajak Badan Dalam 
Negeri terda[ar, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dinyatakan telah memenuhi 
kriteria dan dapat memanfaatkan fasilitas tambahan pengurangan penghasilan 
bruto.

�
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1��>S`bO\UUc\UXOeOPO\�ASbSZOV�;S[^S`]ZSV�7\aS\bWT
Apabila Anda sudah memperoleh insenঞ=, terdapat beberapa hal yang harus 
dilakukan sebagai bentuk pertanggungja�aban penerima insenঞ=, antara lain:

�enyampaikan laporan biaya akঞ�itas kegiatan prakঞk kerja, pemagangan 
danņatau pembelajaran seঞap tahun kepada D�P melalui Kepala KPP terda[ar 
paling lambat pada bulan April bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh 
Badan tahun pajak setelah mendapatkan insenঞ=. �aporan biaya akঞ�itas dapat 
menggunakan =ormat berikut ini:

�
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Tambahan penghasilan bruto ঞdak dapat diberikan pada Wajib Pajak: 
Ɛ. Tidak membuat Perjanjian Kerja Sama.
Ƒ. �elakukan kegiatan yang ঞdak sesuai dengan rencana kompetensi yang     
 diajarkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
ƒ. Tidak menyampaikan pemberitahuan.
Ɠ.Ɠ. Tidak menyampaikan laporan setelah berakhir jangka �aktu atau menyampaikan  
 laporan, namun ঞdak memenuhi ketentuan.

Kementerian danņatau dinas dapat melakukan e�aluasi e=ekঞ�itas pemberian 
pengurangan penghasilan bruto yang diterima Wajib Pajak. Adapun kementerian 
danņ atau dinas tersebut adalah:
Ɛ. Kementerian atau dinas daerah pro�insi yang menyelenggarakan urusan     
 pemerintah di bidang pendidikan
Ƒ. Kementerian Agama
ƒ. Kementerian atau dinas daerah pro�insiņkota di bidang ketenagakerjaan
Ɠ.Ɠ. Kementerian yang menjadi pembina sektor dari Wajib Pajak

��aluasi tersebut dilakukan atas:
Ɛ. Kesesuaian program yang diselenggarakan
Ƒ. Keahlian dari instruktur dan pengajar kegiatan
ƒ. Peningkatan kompetensi peserta
Ɠ. Penyerapan tenaga kerja

�asil e�aluasi disampaikan kepada D�P melalui Direktur Peraturan Perpajakan ��.

SSaat dinilai ঞdak e=ekঞ=, tambahan pengurangan penghasilan bruto ঞdak diberikan 
kepada Wajib Pajak untuk tahun-tahun pajak berikutnya.
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�alaman �udulņ�o�erĹ 
�emuat in=ormasi tentang nama insঞtusi pendidikan dan program yang diajukan.

�alaman �denঞtas dan �engesahan
Berisi in=ormasi ringkas tentang nama dan alamat lengkap perguruan ঞnggi dan 
program studi, nama dan alamat eňl-iѲ Ketua Pelaksana program.

�omitmen �emimpin �embaga �endidikan (okasi
��alaman ini berisi pernyataan dari Pemimpin �embaga Pendidikan (okasi 
pengusul yang memuat tentang kesanggupan melaksanakan program secara 
akuntabel, kesediaan untuk mengikuঞ aturan pemerintah yang terkait dengan 
pengadaan, kesanggupan penyediaan dana pendamping, dan 
pengelolaanņpelaporan keuangan Program Kemitraan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangan.

	a[ar �si       

!!ingkasan �ksekuঞf
�arus memuat inঞsari proposal sebagaimana dijelaskan pada substansi Bab Ɛ-ѵ.

��� ƐĹ �endahuluan
a. !encana "trategis �erguruan $inggiņ�embaga �endidikan (okasi 
Bagian ini memuat in=ormasi ringkas tentang rencana strategis pengembangan 
insঞtusi yang saat ini dijalankan dan dijadikan landasan untuk penyusunan      
pengembangan unggulan spesiCk program studi.

b. �engembangan �eunggulan "pesiCk �rogram �emitraan
BBagian ini memuat in=ormasi mengenai kejelasan lembaga pendidikan pengusul 
untuk me�ujudkan keunggulan spesiCk program studi yang terkait dengan 
kemitraan.

��� ƑĹ �andasan �emikiran �engembangan �rogram �erfa "ama
Bagian ini memuat alasan-alasan dan jusঞCkasi tentang program dan anggaran yang       
diusulkan, dengan memperঞmbangkan konsep =e-sibiѲit�Ķ s�st-im-biѲit� dan 
tu-1e-biѲit�ĸ

���� ƒĹ �ndikator �inerfa
Bagian ini memuat indikator kinerja yang harus rele�an danņ atau merupakan 
pengembangan dari indikator Program Kemitraan �embaga pendidikan �okasi dan 
dunia industri.
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�ab ƓĹ !ancanganķ �ekanismeķ dan �elaksanaan �egiatan
Bagian ini berisi penjelasan tentang:
(i)  organisasi pelaksana kegiatan, baik di ঞngkat insঞtusi maupun di ঞngkat program  
 studi yang terlibat,
(ii)  mekanisme koordinasi,
(iii) mekanisme monitoring dan e�aluasi internal.

��ab ƔĹ &sulan �rogram
aő �atar �elakang
Penjelasan mengenai akar masalah yang telah berhasil diidenঞCkasi pada pelaksanaan 
Program Kemitraan.
 
bő �andasan �emikiran �engembangan �rogram �erfa "ama
PPenjelasan mengenai landasan pemikiran, argumentasi (alasan-alasan) tentang 
mengapa usulan kegiatanņ akঞ�itas ini penঞng dilakukan. Salah satu argumentasi yang 
dapat digunakan adalah bah�a program ini merupakan pilihan yang tepat untuk 
menguatkan program studi khususnya dalam mencapai indikator kinerja yang 
ditetapkan.
 
cő $ufuan
PPenjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan ini dan dampak yang 
diharapkan.
 
dő !ancanganķ �ekanismeķ dan �elaksanaan �egiatan
&raian mengenai rincian, tahapan, dan langkah-langkah kegiatanņakঞ�itas (sub-sub) 
yang akan dilaksanakan, secara ringkas dan jelas dalam bentuk narasi untuk mencapai 
tujuan yang ditargetkan.
  
eő "umber da�a �ang dibutuhkan
Penjelasan bagian ini dibuat berdasarkan rancangan, mekanisme, dan pelaksanaan 
kegiatan (roimt d). Pada bagian ini dijelaskan sumber daya beserta sumber pendanaan 
yang dibutuhkan untuk melakukan seঞap sub-kegiatanņakঞ�itas.
 
fő �ndikator �rogram
&&raian mengenai indikator kinerja yang akan dicapai dengan program ini. �ndikator 
kinerja merupakan alat ukur pencapaian tujuan akঞ�itas.
 
gő �ad�al �elaksanaan
Pada bagian ini dijelaskan rincian jad�al yang realisঞk dan logis sesuai dengan tahapan 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam mekanisme dan rancangan.
 
hhő �eberlanfutan
Pada bagian ini dijelaskan hasil Program Kemitraan dalam bentuk keberlanjutan 
program, keman=aatan dan kontribusi menjadikan program studi unggulan.

�ab ѵĹ !ekapitulasi �ad�al dan �nggaran      �ampiran
Bagian ini mencakup:
a) jad�al rincian program dan akঞ�itas,
b) anggaran.
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0OUOW[O\O�1O`O�;S\Uc`ca�
Ac`Ob�9SbS`O\UO\�4WaYOZ-

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan SKF adalah 
Wajib Pajak Berstatus Pusat, bukan Wajib Pajak Berstatus 
Cabang.
 
WWajib Pajak Berstatus Pusat yang selanjutnya disebut Wajib Pajak 
Pusat adalah Wajib Pajak yang terda[ar di KPP dan memiliki 
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan kode ƒ (ঞga) digit 
terakhirnya adalah ƏƏƏ.

WWajib Pajak Berstatus Cabang yang selanjutnya disebut Wajib 
Pajak Cabang adalah Wajib Pajak yang terda[ar di KPP yang 
memiliki NPWP sama dengan Wajib Pajak Pusat untuk kode Ɩ 
(sembilan) digit pertama dan dengan kode ƒ (ঞga) digit 
terakhirnya selain ƏƏƏ.
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AgO`Ob� >S\UOXcO\�>S`[]V]\O\� A94�
�PS`aWTOb�Yc[cZObWT�

a.  $elah men�ampaikan:
Ɛ) Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh Badan untuk Ƒ (dua) Tahun  
 Pajak terakhirĸ dan
Ƒ) SPT �asa Pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk ƒ (ঞga) �asa   
 Pajak terakhir untuk Wajib Pajak Pusat danņatau Wajib Pajak Cabang  
 apabila ada.
+ang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan telah menjadi ke�afibann�a.

b. $idak mempun�ai utang pafak (pokok pajak terutang beserta sanksi   
 administrasi, berupa bunga, denda, danņatau kenaikan) di KPP terda[ar,  
 baik bagi Wajib Pajak Pusat maupun Cabangĸ atau
 
 �emiliki utang Pajak, tetapi atas keseluruhan utang pajak telah     
 mendapatkan i�in untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajakĸ  
 dan

c.c. $idak sedang dalam proses penanganan ঞndak pidana di bidang     
 perpafakan danņatau ঞndak pencucian uang yang berasal dari ঞndak   
 pidana di bidang perpajakan berdasarkan pemeriksaan bukঞ permulaan  
 secara terbuka, penyidikan, atau penuntutan.

;OaO�;O\TOOb�A94
BBatas �aktu peman=aatan SKF untuk 
memperoleh pelayanan atau 
pelaksanaan kegiatan tertentu dari 
Kementerianņ�embaga atau pihak lain 
dapat digunakan dalam jangka �aktu 
Ɛ (bulan) sejak tanggal diterbitkan.

>S[O\TOObO\�A94
SKSKF dapat digunakan oleh Wajib 
Pajak Pusat maupun Wajib Pajak 
Cabangnya.

9SbS\bcO\�9Vcaca
SKSKF yang diperoleh Wajib Pajak ঞdak 
menghilangkan �e�enang D�P untuk 
menetapkan besaran pajak terutang, 
melakukan penagihan utang pajak, 
danņatau mengenakan sanksi pidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan.




